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Abstract: The aim of this study is to analyze whether awareness of taxation, tax sanctions,
modern tax administration systems and service quality influence the compliance of billboard
taxpayers in Banyumas Regency. In this study involving all billboard taxpayers in Banyumas
Regency as a population. In this study, convenience random sampling was used as a sampling
technique with a sample size of 60 people. Collecting data in this study is a survey using a
questionnaire, while to analyze the data in this study used multiple linear regression analysis
techniques. From the results of hypothesis testing, it can be concluded that: awareness of
taxation, tax sanctions, modern tax administration systems, and the quality of tax services
have a positive effect on taxpayer compliance. From the results of the hypothesis test, it
implies that taxpayer compliance in Banyumas Regency must be improved based on factors
that influence tax compliance, including: Tax Awareness, Tax Sanctions, and Tax Service
Quality through assistance and utilization of information technology.The implications of this
study are that taxpayers compliance in Banyumas Regency can be improved by paying
attention to several factors that influence it, such as, taxpayer awareness, penalties, and tax
service quality by improving the service quality to taxpayer by accompaniment and utilization
of information technology.
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Abstract: The aim of this study is to analyze whether awareness of taxation, tax
sanctions, modern tax administration systems and service quality influence the
compliance of billboard taxpayers in Banyumas Regency. In this study involving all
billboard taxpayers in Banyumas Regency as a population. In this study,
convenience random sampling was used as a sampling technique with a sample size
of 60 people. Collecting data in this study is a survey using a questionnaire, while
to analyze the data in this study used multiple linear regression analysis techniques.
From the results of hypothesis testing, it can be concluded that: awareness of
taxation, tax sanctions, modern tax administration systems, and the quality of tax
services have a positive effect on taxpayer compliance. From the results of the
hypothesis test, it implies that taxpayer compliance in Banyumas Regency must be
improved based on factors that influence tax compliance, including: Tax
Awareness, Tax Sanctions, and Tax Service Quality through assistance and
utilization of information technology.The implications of this study are that
taxpayers compliance in Banyumas Regency can be improved by paying attention to
several factors that influence it, such as, taxpayer awareness, penalties, and tax
service quality by improving the service quality to taxpayer by accompaniment and
utilization of information technology.

Keywords: Taxpayer awareness, penalties, system of modern tax administration,
tax Service quality
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1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan cita-cita nasional yang diamanatkan dalam
konstitusi Undang- Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut,
dilakukan mobilisasi sumber daya melalui pembangunan nasional. Keberhasilan
pembangunan nasional ditentukan juga oleh pembangunan daerah. Melalui
pembangunan daerah, sumber daya nasional diakui sebagai sumber daya yang
memberikan kesempatan bagi daerah dan seluruh rakyat untuk bersama- sama
mengambil peran dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur sumber-sumber pendapatan daerah
Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut terdiri atas: (1) Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, (2) pendapatan transfer, dan (3)
lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sebagai salah satu sumber pendapatan
daerah, pemungutan PAD harus dilakukan secara optimal. Optimalisasi
pemungutan PAD tersebut juga merupakan wujud upaya pengelolaan keuangan
daerah secara akuntabel, efektif, dan efisien. Pemungutan PAD yang optimal akan
memberikan kontribusi pada penyediaan sumber-sumber pembiayaan daerah agar
meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat. Salah satu jenis pajak dalam pajak kabupaten
adalah pajak reklame. Penggunaan reklame semakin berkembang seiring dengan
perkembangan kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan aspek
lainnya. Hampir tidak ada satupun aspek kehidupan sosial masyarakat yang tidak
menggunakan reklame dalam menyampaikan informasi yang bersifat masal.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah kabupaten dengan
perekonomian yang berkembang pesat. Sektor-sektor yang kontribusinya signifikan

meliputi sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Pada
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tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas atas dasar harga
berlaku berkisar 9 persen dengan sektor perdagangan menjadi sektor dengan
pertumbuhan paling dominan. Kondisi perekonomian Kabupaten Banyumas yang
demikian  berdampak pada peningkatan penggunaan reklame sebagai media
penyampaian informasi publik.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas didominasi oleh penerimaan
dari pajak daerah. Pajak reklame adalah salah satu obyek pajak daerah di
Kabupaten Banyumas yang penerimaannya masih di bawah potensi yang ada.
Akan tetapi untuk penerimaan pajak reklame dalam lima tahun terakhir mengalami
fluktuasi, yaitu tahun 2014 dan 2016 terjadi penurunan pada penerimaan Pajak
Reklame. Sumbangan pajak reklame terhadap total penerimaan pajak berkisar 6-7%.
Sedangkan pertumbuhan penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun berfluktuasi,
rata-rata sebesar 4%. Dalam pengelolaan reklame di Kabupaten Banyumas, dijumpai
cukup banyak wajib pajak yang belum membayar pajak reklame Menurut data pada
Badan Keuangan Daerah, pada 25 Oktober 2018 terdapat 33 reklame yang belum
membayar pajak dari ruas Jalan HR. Boenyamin sampai pertigaan Bancarkembar
(www.radarbanyumas.co.id, 2018). Data pada Badan Keuangan Daerah
menunjukkan bahwa untuk data wajib pajak reklame dari Januari - Maret 2018
tercatat 79 (10,18%) wajib pajak yang tidak patuh akan kewajibannya, dan
tentu saja secara langsung Ketidakpatuhannya umumnya disebabkan adanya
perpanjangan tetapi tidak melaporkan ulang, sehingga reklame yang seharusnya
didaftarkan ulang tetapi tetap terpasang walaupun masa berlakunya sudah habis.
Penyebab lainnya vyaitu ada beberapa reklame yang wajib pajaknya tidak
mempunyai perwakilan kantor di Banyumas, sehingga surat teguran sulit dilakukan.

Penelitian terdahulu terkait sosialisasi perpajakan telah banyak dilakukan.
Penelitian terdahulu tersebut mendapati hasil yang beragam. Ariesta dan Latifah
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(2017), Putra, A.P. (2018), serta Indriyani dan Sukartha (2014) mendapati bahwa
kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun dalam
penelitian lainnya yaitu hasil penelitian Lusia et al. (2013) mendapati hasil yang
berbeda, yakni tidak adanya pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan
pajak. Penelitian Ariesta dan Latifah (2017) serta Adiputra dan Wirama (2017)
menunjukkan adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil
penelitian yang berbeda diperolen dalam penelitian yang dilakukan oleh
Masruroh  (2013). Imam (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh sistem
administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang
dilakukan oleh Waluyo (2017) menunjukkan bahwa sistem administrasi sangat
memotivasi para wajib pajak untuk berperilaku patuh. Pada penelitian Faizal S.M., et
al. (2017) mengatakan bahwa keadilan dalam sistem pajak dan kepercayaan terhadap
otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian
Adhistyastuti et al. (2017) dan juga Irawan dan Khairani (2017) menunjukkan bahwa
sistem administrasi pajak modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian Nasution (2017) dan Utama (2013) menunjukkan adanya
pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian
Ester et al. (2017) mendapati hasil yang sebaliknya, yakni kualitas layanan
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Selain itu pada penelitian
terdahulu pajak yang digunakan adalah pajak secara umu, sedangkan dalam
penelitian ini kepatuhan pajak khusus untuk kepatuhan pajak reklame yang seringkali
tidak menjadi target utama PAD. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan
penelitian ini adalah: Apakah Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem
Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. Adapun tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui dan menganalisis:
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1) Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak reklame.

2) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.

3) Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan
wajib pajak reklame.

4) Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak reklame.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Telaah Literatur

Teori atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang. Hal ini diungkapkan
oleh Fritz Heider yang dianggap sebagai pencetus teori atribusi. Teori ini membahas
tentang proses penentuan penyebab dan motif yang mendasari perilaku seseorang.
Atribusi berkaitan dengan proses yang ditempuh seseorang dalam menjelaskan
penyebab perilaku baik orang lain ataupun perilakunya sendiri. Penyebab
perilaku tersebut ditentukan berasal dari internal atau internal. Penyebab internal
meliputi antara lain sifat, karakter, dan sikap. Penyebab eksternal misalnya berupa
tekanan situasi atau keadaan tertentu (Luthans, 2005). Sedangkan Theory of Planned
Behavior (TPB) menjelaskan perilaku yang didasari niat (intention). Intention
tersebut ditentukan oleh sikap, norma, dan kendali perilaku.  Sebagaimana
dijelaskan dalam Achmat (2010), TPB berawal dari Theory of Reasoned Action
(TRA) yang dikembangkan sejak tahun 1967 dan hingga tahun 1988 melalui kerja
Ajzen dan Fishbein berkembang menjadi TPB. Terdapat komponen-komponen
penentu niat (intention), yakni sikap, norma dan kontrol perilaku. Berikut penjelasan
masing-masing komponen tersebut.
1. Attitude towards the behavior (Sikap)
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Sebagaimana dijelaskan oleh Ajzen (2005), sikap terhadap perilaku ditentukan

oleh keyakinan seseorang mengenai akibat dari suatu perilaku, yang kemudian

disebut sebagai keyakinan-keyakinan perilaku (behavioral beliefs)
2. Subjective Norm (Norma Subyektif)

Norma subyektif berkaitan dengan persepsi individu, yakni persepsi individu

mengenai harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya

(significant others) atas dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu
3. Perceived behavioral control (Persepsi Kontrol Perilaku)

Persepsi kontrol perilaku atau secara singkat disebut kontrol perilaku berkaitan

dengan bagaimana individu mewujudkan suatu perilaku tertentu, mudah atau

sulit (Ajzen, 2005).

Sesuai Theory of Planned Behavior (TPB) bahwa perilaku sesesorang
(salah satunya yaitu kepatuhan membayar pajak) sangat dipengaruhi oleh niat.
Sedangkan niat sebagaimana teori atribusi sangat dipengaruhi factor internal dan
faktir ekternal. Jadi kepatuhan seseorang dalam membayar pajak dipengaruhi oleh:
(1) factor Internal, yaitu: Tingkat kesadaran seseorang, (2) factor Eksternal, yaitu:
Sanksi perpajakan, system administrasi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan.
Definisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi. Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD). Secara ringkas dikatakan
bahwa pajak merupakan iuran wajib warga negara, sifathya memaksa dan tidak
terdapat kontraprestasi langsung atas pembayaran iuran pajak tersebut. Pemungutan
pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Regulasi pajak daerah sejak dari UUD
1945 sampai dengan peraturan daerah memberikan keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan pemungutan pajak daerah. Pengertian kepatuhan wajib pajak
dikembangkan berdasarkan pengertian kepatuhan. Kepatuhan merupakan keadaan

seseorang, Yyakni dalam kesadaran yang disertai dengan kesediaan mentaati
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kesepakatan yang berlaku dalam bentuk peraturan dan norma sosial. Kepatuhan
merupakan cerminan rasa tanggung jawab seseorang mengenai tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya. Kesadaran akan terwujud dalam bentuk gairah dan semangat
kerja (Hasibuan, 2003). Widowati (2015) mengungkapkan kepatuhan perpajakan
sebagai ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010)
memberi pengertian kepatuhan perpajakan yang lebih luas, tidak hanya berkaitan
dengan kewajiban namun juga hak wajib pajak. Kepatuhan perpajakan diartikan
sebagai suatu keadaan obyektif, dalam hal wajib pajak memenuhi kewajiban
dan di sisi lain melaksanakan hak perpajakannya. Bagi negara tingkat kepatuhan
wajib pajak penting karena dapat meningkatkan jumlah pajak yang diterima Negara.

Kesadaran perpajakan berkaitan dengan sikap sukarela pada wajib pajak
untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sikap sukarela pada diri wajib pajak
berfungsi secara positif dan negatif. Fungsi secara positif, kesadaran perpajakan akan
mendorong wajib pajak membayar kewajiban pajaknya secara sukarela. Dalam
fungsinya secara negatif, kesadaran perpajakan akan mencegah dilakukannya
pelanggaran perpajakan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam Rahman
(2010), kesadaran pajak merujuk pada tiga hal, yakni wajib pajak: (1) secara
sukarela membayar pajak, (2) mengetahui peraturan pajak, serta (3) melaksanakan
ketentuan perpajakan dengan benar. Dengan demikian, kesadaran pajak mencakup
aspek kehendak dan pemahaman pada wajib pajak yang terwujud dalam tindakan
wajib pajak.

Sebagaimana halnya norma lain yang menerapkan sanksi sebagai mekanisme
korektif, demikian juga halnya pada perpajakan. Dalam perpajakan, sanksi
bertindak sebagai alat pencegah dilanggarnya norma oleh wajib pajak, sehingga
bersifat preventif (Sutedi, 2011). Tujuan pengenaan sanksi perpajakan dalam
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untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa bentuk sanksi
perpajakan, yakni berupa sanksi yang bersifat administratif dan sanksi pemidanaan,
yang penerapannya bergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.
Sanksi administrasi terdiri atas denda, bunga, dan kenaikan nilai pajak. Sedangkan
sanksi pidana perpajakan diterapkan atas tindak pelanggaran dan tindak kejahatan.

Sistem administrasi perpajakan modern mencakup bidang yang luas dengan
tujuan yang terintegrasi tidak hanya menyangkut jangka pendek namun juga dalam
jangka panjang. Sistem administrasi perpajakan modern dikembangkan berdasarkan
penyempurnaan atau perbaikan Kinerja sistem administrasi perpajakan, menyangkut
individu, kelompok, maupun kelembagaan (Sofyan, 2005). Tujuannya adalah
diperolehnya efisiensi, ekonomis, dan kecepatan pelayanan perpajakan.
Penyempurnaan dan perubahan sistem administrasi perpajakan menjadi penting
mengingat semakin meningkatnya tuntutan berbagai pihak yang berkepentingan
terhadap pajak.

Kotler (2005) menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan model yang
menggambarkan kondisi pelanggan dalam membentuk harapan atas layanan.
Harapan tersebut terbentuk berdasarkan pengalaman sebelumnya, kampanye lisan
atau melalui iklan. Selanjutnya pelanggan akan membandingkan harapan yang
dibentuknya dengan layanan yang secara aktual dirasakan. Harapan tersebut
terbentuk dari pengalaman sebelumnya ketika menerima pelayanan perpajakan
atau pelayanan lainnya, atau melalui publikasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Kemudian wajib pajak akan mengevaluasi layanan yang diterima dan dirasakannya,
membandingkannya dengan harapan yang dibentuk sebelumnya, dan atas dasar hal

tersebut kemudian melakukan penilaian

2.2 Pengembangan Hipotesis
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2.2.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Ketika wajib pajak memahami akan manfaat pajak yang dibayarkan oleh
dirinya, maka akan timbul kesadaran yang membuat dirinya akan berusaha
membayar pajak sesuai ketentuan, termasuk mengenai tarif, batas waktu dan
lainnya. Kesadaran pajak yang tumbuh dari diri sendiri tentu saja akan
menjadikan wajib pajak patuh dan siap mentaati aturan pajak reklame di daerah,
mengingat penerimaan pajak daerah merupakan bagian dari PAD yang dimanfaatkan
untuk pembangunan daerah. Berdasarkan Teori Atribusi, Kesadaran Perpajakan
merupakan faktor internal yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran
pada wajib pajak akan mendorong pembayaran pajak dilakukan secara sukarela
tanpa ada paksaan. Di samping itu, kesadaran membayar pajak tidak hanya
memunculkan sifat patuh, taat dan disiplin namun juga diikuti dengan sikap kritis
dalam menyikapi persoalan perpajakan terutama terhadap materi kebijakan di bidang
perpajakan. Ketika wajib pajak sadar maka dirinya secara langsung juga patuh atas
kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini didukung dari beberapa hasil penelitian
diantaranya penelitian Pratiwi dan Setiawan (2014), Adiputra dan Wirama
(2017), dan juga Putra (2018) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhannya sebagai wajib pajak
H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Reklame.

2.2.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan menggunakan pendekatan pada Teori Atribusi, terdapat faktor
eksternal yang diduga mempengaruhi perilaku wajib pajak, yakni perilaku
kepatuhan. Faktor eksternal tersebut berupa Sanksi Perpajakan yang penerapannya
telah diatur dalam regulasi. Sanksi perpajakan merepresentasikan Perceived

behavioral control, lebih khusus terkait control beliefs dalam TPB. Control beliefs
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menjelaskan bahwa individu dalam melakukan suatu perilaku didasarkan pada
keyakinannya sehingga dapat mendorong atau menghambat suatu perilaku tersebut.
Individu dalam hal ini Wajib Pajak yang memiliki keyakinan bahwa sanksi pajak
memberikan banyak kerugian padanya, akan menghindari sanksi tersebut dan
dengan demikian berperilaku patuh pajak. Pengenaan sanksi merupakan salah satu
alternatif untuk memberikan efek jera atas kelalaian wajib pajak yang diharapkan
membawa akibat positif timbulnya kepatuhan pada wajib pajak. Pernyataan-
pernyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan
oleh Utama (2013), Ariesta dan Latifah (2017) dan penelitian Anam dan
Trifina (2017) yang mendapati bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada
kepatuhan wajib pajak.
H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.3. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem administrasi pajak tentu menjadikan pajak dapat dioperasionalkan
lebih mudah, terutama bagi wajib pajak. Dengan menggunakan pendekatan pada
Teori Atribusi, Sistem Administrasi Perpajakan Modern merupakan faktor eksternal
yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Komponen TPB ini terkait perceived
behavioral control vyaitu persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya
mewujudkan suatu perilaku tertentu setidaknya menjadi gambaran sistem
administrasi yang dijalankan oleh wajib pajak. Melalui penataan sistem sekiranya
proses pajak dapat relatif mudah dan menjadikan wajib pajak lebih patuh. Artinya
sistem yang dibuat dalam operasional pajak reklame memerlukan asas kemanfaatan

bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak pada tingkat selanjutnya dapat secara
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konsisten mematuhi aturan atau sistem yang ada. Potensi reklame tentu berkorelasi
langsung dengan potensi pajak reklame itu sendiri. Artinya sistem administrasi
pajak reklame juga diharapkan mampu mempermudah layanan kepada wajib pajak
reklame. Hal ini didukung beberapa penelitian diantaranya penelitian Imam (2014)
dan Setiawan (2017) yang mendapati kesimpulan bahwa terdapat pengaruh sistem
administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.
H3: Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh
positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame

2.2.4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam theory of planned behavior variabel kualitas pelayanan pajak termasuk
dalam kontrol perilaku (perceived behavioral control). Persepsi kontrol perilaku
ditentukan oleh keyakinan individu berkaitan dengan sumber daya, yakni
ketersediaan dan besarannya, untuk mewujudkan perilaku. Sumber daya tersebut
berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan. Supadmi (2009)
mengungkapkan terdapat cukup banyak cara yang dapat ditempuh untuk
meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Upaya tersebut mengarah pada
peningkatan kemampuan pegawai, perbaikan infrastruktur, dan penerapan sistem
informasi. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian kualitas pelayanan
memberi andil dalam memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk patuh akan
kewajibannya. Beberapa penelitian terdahulu oleh Utama (2013), Pratiwi dan
Setiawan (2014) dan Putra (2018) mendapati bahwa kualitas pelayanan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Reklame
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Kesadaran Pajak (X1)

Sanksi Perpajakan (X2)

/

Sistem Administrasi Kepatuhan Wajib Pajak
Perpajakan (X3) (Y)

Kualitas Pelayanan
Perpajakan (X4)

Gambar 1: Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN
3.1. Populasi dan Sampel

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak reklame yang terdaftar di
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas. Pengambilan sampel dilakukan
secara non probability sampling yaitu metode accidental sampling (convenience
sampling), dengan mencari sampel yang mudah ditemui selama periode penelitian

dan untuk menentukan jumlah sampel minimalnya adalah dengan rumus slovin.

N
n = 1+NBZ
Keterangan:
n : Ukuran Sampel
N : Ukuran Populasi
e : Batas Toleransi
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Menggunakan rumus tersebut, sampel dalam penelitian ini ditentukan:
2844

n = 1+2844(0,1)% _ 96,6 = 97 responden

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data.

3.2. Variabel Penelitian
Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan

Wajib Pajak. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak dikembangkan berdasarkan definisi

yang dikembangkan oleh Sulistyawati et al. (2012), yakni sebagai suatu kepatuhan

dimana masyarakat sebagai wajib pajak berada dalam keadaan tahu, mengerti,
bertanggung jawab dan tidak merasa dipaksa dalam melaksanakan kewajiban
membayar pajak. Indikator yang digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak
reklame dengan memodifikasi pernyataan yang digunakan oleh Wardani dan

Rumiyatun (2017) sebagai berikut:

a) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Membayar pajak tepat pada waktunya.

c) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.

d) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran

Variabel  independen dalam penelitian ini terdiri atas Kesadaran

Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan

Kualitas Pelayanan Pajak. Definisi operasional dari masing-masing variable

independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kesadaran Wajib Pajak didefinisikan sebagai keadaan suatu sikap sadar
mengetahui atau mengerti, terhadap fungsi pajak yang menimbulkan
konsekuensi untuk membayar pajaknya dengan benar (Sulistyawati et al.
2012). Menurut Susilawati dan Budiartha (2013) dalam Wardani dan
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Rumiyatun. (2017), indikator kesadaran perpajakan vyaitu: (1) Kesadaran
adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak. (2)
Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara
dan daerah. (3) Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi
(Mardiasmo, 2009). Menurut Masruroh (2013) dalam Rusli dan Hadiprajitno
(2014) indikator-indikator sanksi perpajakan meliputi: (1) Sanksi pidana yang
dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. (2) Sanksi administrasi
yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. (3) Pengenaan
sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib
pajak. (4) Sanksi pajak harus dikenakan pada pelanggarnya tanpa toleransi.
Definisi  operasional system administrasi perpajakan adalah pencatatan,
penggolongan, penyimpanan dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib
pajak.. Indikator-indikator dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan
(Devano dan Rahayu, 2010), meliputi: (1) Sistem Administrasi, (2) Efektivitas
Pengawasan, (3) Sumber Daya Manusia Profesional.

Kualitas pelayanan pajak didefinisikan sebagai kegiatan pelayanan yang
dilakukan oleh petugas pajak dalam memberikan fasilitas kepada wajib pajak.
fasilitas tersebut berupa kegiatan membantu, membimbing, dan menyiapkan
segala sesuatu yang dibutuhkan wajib pajak dalam membayar pajak. Variabel
kualitas pelayanan pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang diadopsi
dari Artiningsih (2013) yang merupakan hasil pengembangan dari Parasuraman
et al. (1988) dalam Yeyen Rumi Nuroctaviani (2012). Indikator yang digunakan
untuk menilai kualitas pelayanan antara lain: (1) Keandalan (reliability), (2)

Ketanggapan (responsiveness), (3) Jaminan (assurance).
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3.3. Uji Hipotesis

Data yang sudah didapatkan oleh penelitian, kemudian diolah dengan
menggunakan aplikasi IBM SPSSsoftware. Statistik deskriptif merupakan metode
analisis statistik yang bertujuan memberikan deskripsi secara ringkas, lengkap dan
disajikan untuk memberikan suatu informasi yang bermanfaat. Uji asumsi klasik
bertujuan untuk membuktikanbahwa data yang diperoleh mempunyai kemampuan
memprediksi yang ba dan tidak bias, uji yang digunakan adalah uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Uji analisis regresi
berganda dilakukan dengan persamaan sebagai berikut

Y=a+ b X;+bX, +b3Xz+ b X, +e
Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib pajak

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Tingkat Kesadaran wajib pajak

X2 = Sanksi Perpajakan

X3 = Sistem Administrasi perpajakan Modern
X4 = Kualitas Pelayanan Perpajakan

e =Error

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas menunjukan bahwa masing-masing item pernyataan
pada variabel kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, sistem administrasi
perpajakan modern, kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan
valid. Hasil uji reabilitas menunjukan bahwa seluruh variabel dinyatakan valid

dengan signifikansi diatas 0,60.
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Sebelum dilakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik,
yaitu: uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

Tabel 1 Ringkasan Hasil
Uji Normalitas

Variabel Standar Residual A Keterangan
Kolmogorov Smirnov 0,747 0,05 Normal
Asymp. Sig. 0,633 0,05 Normal

Tabel 2 Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel TOL VIF Keterangan
0.930 1.075

Kesadaran Perpajakan (X1) Tidak ada multikolinearitas

Sanksi Perpajakan (Xz) 0.886 1125 Tidak ada multikolinearitas
Sistem Administrasi Perpajakan 0.565 1.770 Tidak ada multikolinearitas
0.643 1.555

Tidak ada multikolinearitas

Kualitas Pelayanan Pajak (X4)

Tabel 3 Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Sig a Keterangan

Kesadaran  Perpajakan | 0,090 0,05 Tidak terjadi
heteroskedastisitas

Sanksi Perpajakan (X2) 0,361 0,05 Tidak terjadi
heteroskedastisitas

Sistem Administrasi | 0,312 0,05 Tidak terjadi
heteroskedastisitas

Kualitas Pelayanan Pajak | 0,441 0,05 Tidak terjadi
heteroskedastisitas

Tabel 1 hingga 3 menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal dengan
nilai asymp.sig sebesar 0,633 atau diatas 0,05 dan uji multikolonieritas menunjukkan
tidak ada nilai variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 atau
memiliki nilai VIF lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas dari
gejala multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa data
dalam penelitian bebas dari gejala heterokedasitas sehingga dapat disimpulkan
bahwa model regresi penelitian ini layak digunakan.
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4.1. Hasil uji hipotesis
Tabel 4. Hasil Regresi Berganda

Variabel Beta Sig. Kesimpulan
Konstanta 2.688 0.142
Tingkat Kesadaran Wajib pajak (X1) | 0.273 0.001 | Ha diterima
Sanksi perpajakan (X2) 0.182 0.001 | Ha diterima
Sistem Administrasi Perpajakan (X3) | 0.124 0.186 | Ha ditolak
Kualitas Pelayanan Pajak (X4) 0.086 0.008 | Ha diterima

Berdasarkan Tabel 4, Hipotesis 1 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05,
maka hipotesis pertama (H1) yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh
positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas
diterima. Hipotesis 2 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, maka hipotesis kedua
(Hz) yang menyatakan Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas diterima. Hipotesis 3 dengan nilai
signifikansi 0,186 < 0,05, maka hipotesis ketiga (Hz) yang menyatakan Sistem
Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas ditolak. Hipotesis 4. Dengan nilai signifikansi
0,008 < 0,05, maka hipotesis keempat (Hs4) yang menyatakan Kualitas Pelayanan
Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten

Banyumas diterima.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
reklame

Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan adanya pengaruh positif kesadaran

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. ini selaras dengan teori atribusi, dalam
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hal ini kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal. Kesadaran wajib pajak
reklame Kabupaten Banyumas merupakan salah satu faktor internal yang
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak reklame yang
memahami bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara,
menyadari bahwa pajak adalah salah satu bentuk partisipasi warga negara serta
mengerti hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, akan memenuhi kewajiban
membayar pajak secara sukarela tanpa paksaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan
Ariesta dan Latifah (2017), Putra, A.P. (2018) serta Indriyani dan Sukartha (2014)
mendapati bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Dengan menggunakan Teori Atribusi dalam perspektif yang lain yaitu
melalui faktor eksternal bahwa perilaku seseorang dipengaruhi dari luar diri,
maka kondisi di mana wajib pajak lain selalu taat dalam membayar pajak akan
mendorong wajib pajak itu sendiri akan ikut sadar dan taat dalam membayar pajak.
Faktor eksternal lain yaitu kondisi faktual di mana pembangunan di lingkungan
sekitar wajib juga dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Tingkat pembangunan
yang oleh wajib pajak dipersepsikan pesat akan mempengaruhi wajib pajak, bahwa
pajak yang dibayarkannya akan berdampak pada peningkatan pembangunan di daerah
wajib pajak tersebut. Kedua hal tersebut, yakni ketaatan wajib pajak lain yang
mematuhi perpajakan serta kondisi pembangunan di wilayah sekitar pajak
merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan

wajib pajak reklame

4.2.2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kkepatuhan wajib pajak
reklame
Hasil pengujian mengenai sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

reklame adalah bahwa sanksi perpajakan memberikan dampak pada kepatuhan wajib
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pajak. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame menunjukkan
adanya pengaruh positif signifikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariesta
dan Latifah (2017) serta Adiputra dan Wirama (2017) menunjukkan adanya
pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mengenai
sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak reklame adalah bahwa sanksi
perpajakan memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame menunjukkan
adanya pengaruh positif signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak reklame, sehingga setiap terjadi peningkatan sanksi pajak akan
mengalami peningkatan sebesar 0,182. Dengan demikian, di Kabupaten Banyumas
semakin tegas dan berat sanksi yang berlaku maka tingkat kepatuhan wajib pajak
untuk membayar kewajiban perpajakannya cenderung semakin tinggi. Sebagaimana
dijelaskan di muka, sanksi pajak diberlakukan agar wajib pajak patuh dan
memenuhi kewajiban perpajakanya. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang
diterapkan atas pelanggaran perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak
semakin tinggi. Dalam hal ini sanksi pajak bertindak sebagai alat pencegah
(preventif) dan hal tersebut dikuatkan melalui hasil pengujian hipotesa yang
mendapati adanya adanya pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan
pajak. Wajib pajak yang mengevaluasi bahwa dirinya akan terkena sanksi perpajakan
jika tidak mematuhi ketentuan perpajakan mendorong wajib pajak tersebut

mematuhi kewajibannya

4.2.3. Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap
kepatuhan wajib pajak reklame
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan

bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh
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terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian
ini sejalan dengan penelitian Adhistyastuti et al. (2017) menyatakan bahwa sistem
administrasi pajak modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil
penelitian ini tidak mendukung prediksi hipotesis penelitian tersebut. Penjelasan
mengenai hal tersebut antara lain berkaitan dengan penggunaan sistem administrasi
perpajakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang lebih
banyak memfasilitasi pegawai atau Badan Keuangan Daerah sendiri. Wajib
Pajak tidak banyak berinteraksi dengan sistem informasi perpajakan. Hal tersebut
kemungkinan menimbulkan kondisi pada Wajib Pajak bahwa telah dilakukan
pembaruan sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi
informasi. Kemungkinan lain yang menjelaskan tidak adanya pengaruh sistem
administrasi perpajakan terhadap kepatuhan adalah mekanisme pelayanan pajak
reklame itu sendiri. Pemasang reklame di Kabupaten Banyumas harus mengajukan
perijinan di DPMPP. Setelah perijinan reklame diterbitkan, pegawai Badan
Keuangan Daerah akan memproses ketetapan pajak reklame. Selanjutnya
wajib pajak harus membayar pajak reklame sesuai jumlah, jenis, dan jangka waktu
pemasangan reklame. Tahapan tersebut merupakan rangkaian proses yang saling
bersambung sebagai satu kesatuan proses meskipun ditangani oleh instansi yang
berbeda. Dengan proses yang demikian, wajib pajak sulit membedakan proses
perijinan dan proses administrasi pajak. hal ini mengandung kemungkinan
bahwa wajib pajak kesulitan mengidentifikasi kualitas dan efektivitas sistem
administrasi perpajakan yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah, yang
menjadi salah satu variabel penelitian ini. Dapat dikatakan, sistem perpajakan yang
diterapkan di Badan Keuangan Daerah tersebut belum mendorong wajib pajak untuk
lebih patuh dalam memenuhi tanggungjawab perpajakannya. Implikasinya, dalam
kasus pajak reklame di Kabupaten Banyumas tidak dapat diyakini bahwa dengan
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semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan berpengaruh

terhadap peningkatan kepatuhan membayar pajak.

4.2.4. Pengaruh Kkualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

reklame

Hasil uji hipotesis bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian
ini sejalan dengan penelitian Putra (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak reklame. Hal ini menunjukkan
kualitas pelayanan yang diberikan sudah memenuhi 5 faktor kualitas yaitu
keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, bukti langsung. Wajib pajak sudah
merasa puas dengan kualitas yang diberikan, serta memberikan pengaruh dalam
pembayaran pajak reklame. Dengan demikian semakin baik kualitas pelayanan
pajak yang diberikan maka kepatuhan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk
membayar kewajiban perpajakannya cenderung semakin tinggi. Berdasarkan teori
yang menjadi landasan penelitian ini, pelayanan merupakan modal utama bagi
setiap instansi  pemerintah termasuk instansi pemungutan pajak di Kabupaten
Banyumas. Fasilitas pelayanan yang didukung dengan prasarana dan peralatan
yang memadai dan berada pada satu tempat terpadu seperti mal pelayanan
memudahkan wajib pajak membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya.
Kemudahan bagi wajib pajak dari fasilitas berupa mal pelayanan juga berasal dari
waktu yang harus digunakan untuk wajib pajak untuk melaksanakan kepentingan

pajaknya

5. SIMPULAN DAN SARAN
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam pembahasan,
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) kesadaran perpajakan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak, (3) sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kesimpulan yang ada, dapat diperoleh
implikasi sebagai berikut:

1) Dengan adanya tingkat kesadaran yang tinggi pada Wajib Pajak, maka Wajib
Pajak akan mudah menerima, dan menjalankan peraturan-peraturan perpajakan
terbaru. Secara spesifik, untuk pajak reklame, wajib pajak akan lebih
mudah menyesuaikan dengan peraturan perpajakan reklame yang ditetapkan
melalui peraturan daerah.

2) Sanksi perpajakan yang efektif adalah sanksi perpajakan yang mempunyai
efek negatif, yakni keberadaan sanksi harus dapat membuat wajib pajak
merasa dirugikan. Sanksi pajak hendaknya diterapkan secara tegas dan adil
akan membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, karena pada
dasarnya hukum perpajakan harus dituruti oleh semua wajib pajak tanpa
pengecualian sehingga membuat wajib pajak menjadi percaya terhadap
pemerintah dan tidak ragu dalam membayar pajaknya, sehingga apabila wajib
pajak melanggar kewajibannya akan merasa dirugikan dan kepatuhan untuk
membayar pajak semakin meningkat.

3) Badan Keuangan Daerah atau satuan kerja pemungutan pajak di Kabupaten
Banyumas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan tetap
konsisten bersikap baik, ramah, dan memberikan rasa nyaman dalam proses
pelayanan. Pelayanan dengan kualitas yang demikian akan meningkatkan
kepatuhan untuk membayar pajak semakin baik.
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